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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
25) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II 
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG HARI, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf c 
juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Tempat Pelelangan; 

TENTANG 
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 

TAHUN 2013 NOMOR 21 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

Mengingat 

Menimbang 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARi 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Harl. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang hari. 
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Harl. 
5. Dinas Petemakan dan Perikanan adalah Dinas Petemakan dan Perikanan 

Kabupaten Batang Hari. 
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Kepala 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang Harl. 
7. Kepala Dinas Petemakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Petemakan 

Kabupaten Batang Harl. 
8. Tempat pelelangan adalah sarana bangunan/ gedung yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah yang diperuntukkan kegunaannya sebagai tempat 
transaksi proses pelelangan baik untuk jual beli Bahan Olahan Karet 
(Bokar) maupun jual beli hewan/ temak. 

9. Los Temak adalah prasarana bangunan yang tersedia di Pasar Lelang 
temak/hewan dan dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli 
hewan/ temak yang akan dilelang. 

10. Kandang Penampungan adalah tempat peristirahatan hewan/temak yang 
tersedia di Temoat lelan« rrnrt ik TnPTTlPrilrca rto ..... o..,. ...... nrn+n- l,~~~1-._ ... __ 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 
PELELANGAN. 

Menetapkan 

ME M UTU S KAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BATANG HARi 
dan 

BUPATI BATANG HARi 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 516). 
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11. Bahan Olahan Karet yang selanjutnya disebut Bokar adalah Lateks dan 
atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut 
secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan 
untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan. 

12. Kontaminan adalah Bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses 
pengolahan Bokar dan berpengaruh menurunkan mutu (contoh: tatalan, 
kulit, kayu, sandal, dll). 

13. Penjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip-prinsip 
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta 

15. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara 
khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan 
karet dan ternak termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang 
disediakan di tempat pelelangan. 

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan 
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

1 7. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah. 

18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk 
melaporkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar 
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan 
Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok Retribusi yang terutang. 

20. Badan adalah sekumpulan orang dan/ .atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha 
yang maliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 
lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, 
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi 
Massa,Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan 
bentuk badan laianya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau Retribusi 
Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

3 



RAR HT 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 
Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

Pasal 4 
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan 
transaksi jual beli terhadap Bahan Olahan Karet (Bokar) dan Ternak/Hewan 
di tempat Pelelangan. 

Pasal 3 
(1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan tempat pelelangan yang 

secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan 
pelelangan karet dan Ternak termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas 
lainya yang disediakan di tempat pelelangan. 

(2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk 
dijadikan sebagai tempat pelelangan. 

(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tern pat pelayanan yang disediakan dimiliki dan/ atau dikelola oleh 
BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara 
khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan 
Karet dan Temak termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang 
disediakan di tempat pelelangan. 

22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari. 
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c. Parkir dilingkungan Tempat Pelelangan Ternak: 
1. Mobil : Rp. 2000 / sekali parkir 
2. Motor: Rp. 1000/ sekali parkir 

NO FASILITAS PELA YANAN TARIF 
1. Los Ternak Temak Besar Rp. 1000,-/ekor 

Ternak Kecil Rp. 500,-/ekor 
Ternak Unggas Rp. 100,-/ekor 

2. Kan dang Ternak Besar Rp. 1000,-/ ekor 
Penampungan Ternak Kecil Rp. 500,-/ekor 

Ternak Unggas Rp. 100,-/ekor 

3. Timbangan Ternak Kecil Rp. 500,-/ekor 
Ternak Unggas Rp. 100,-/ekor 
Ternak Besar Rp. 1000,-/ekor 

Pasal 8 
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan volume, jumlah berat dan/atau 

banyaknya Bahan Olahan Karet (Bokar) dan Jenis serta jumlah 
temak/ hewan yang diperdagangkan. 

(2) Besamya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. Pelelangan Karet Rp. 50,- (lima puluh) rupiah per kilo gram 
b. Tempat Pelelangan Ternak/Hewan sebagai berikut: 

BABV 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENET APAN 

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF 
Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume dan jumlah berat 
dan/ atau banyaknya Bahan Olahan Karet (Bokar) dan jenis serta jumlah 
Ternak/hewan yang diperdagangkan. 
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BAB IX . 

BAB VIII 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 12 
( 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 
(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor 

secara bruto ke Kas Daerah. 
(5) Dalam hal wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya 

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak 
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Kas Daerah. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

Pasal 11 
Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

BAB VII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 10 
Masa Retribusi Tempat Pelelangan adalah jangka waktu setiap melakukan 
transaksi lelang. 

BAB VI 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelelangan. 

(4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XII 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal 16 
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang 
Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika : 
a. diterbitkan Surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak Ianzsuna. 

BAB XI 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 15 
(1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan STRD 

dan didahului dengan Surat Teguran. 
(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan segera 

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran Wajib 

retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 
(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 

pejabat yang ditunjuk. 

BABX 
PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 14 
( 1) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian angsuran dan 
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB IX 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pernbayaran, penyetoran dan 

tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XIV 
PENYIDIKAN 

Pasal 19 
( 1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

Tertentu dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
tertentu dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan ielas: 

BAB XIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 18 
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif 

atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 17 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang 

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi 

yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 
surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Retribusi. 
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BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 
Pada saat Peraturan Da.erah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pasar Hewan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan 

BAB XV 
SANKS! PIDANA 

Pasal 20 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana Kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 
terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 

Negara. 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dididang 
Retribusi Daerah; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

J. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 
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21 TAHUN 

Diundangkan di Muara Bulian 
pada tanggal 

Muara Bulian 

Pasal 22 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Hari. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
Pasal 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Cukup Jelas 
Pasal 4 

Cukup Jelas 
Pasal 5 

Cukup Jelas 

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang 
dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pernbiayaan pernerindah dan 
Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, 
Khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu 
ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) maka Retribusi Ternpat Pelelangan tergolong salah satu 
Retribusi Jasa Usaha. 

Penetapan peraturan Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya 
usaha Pemerintah Daerah dalam rneningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang sernakin rneningkat 
akan rnemberi manfaat besar bagi pernbiayaan Pernerintah dan 
pernbangunan Daerah, salah satu sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) 
dalam rnenunjang Otonorni Daerah adalah pungutan Retribusi Jasa 
Usaha. 

I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 
NOMOR 21 TAHUN 2013 

TENTANG 
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 
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Pasal 19 

Cukup Jelas 
Pasal 20 

Cukup Jelas 
Pasal 21 

Cukup Jelas 
Pasal 22 

Cukup Jelas 

Yang dimaksud dengan Pencapaian kinerja tertentu adalah 
ukuran atau batasan yang telah ditentukan, yang harus 
dicapai Instansi pemungut retribusi sesuai target PAD yang 
telah ditentukan 
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Pasal 7 

Cukup Jelas 
Pasal 8 

Cukup Jelas 
Pasal 9 

Cukup Jelas 
Pasal 10 

Cukup Jelas 
Pasal 11 

Cukup Jelas 
Pasal 12 

Cukup Jelas 
Pasal 13 

Cukup Jelas 
Pasal 14 

Cukup Jelas 
Pasal 15 

Cukup Jelas 
Pasal 16 

Cukup Jelas 
Pasal 17 

Cukup Jelas 
Pas al 18 

Ayat (1) 


